SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR: 31 TAHUN 2019
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

—

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.

Bupati adalah Bupati Probolinggo.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategi organisasi perangkat daerah.

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai
penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.



(1)

(2)

Sasaran Strategi adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.

.Bagian Organisasi adalah Bagian Orgaisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Probolinggo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh
gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau
tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategis yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah untuk :

o P

oo a0

menetapkan perencanaan strategis,

menetapkan Rencana Kerja Tahunan,;

menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;

menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;

melakukan evaluasi pencapaian kinerja bedasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKP Daerah).



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
SISTEMATIKA INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 3

Sistematika Indikator Kinerja Utama disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB III : PENUTUP

Penjabaran Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5
Pembinaan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh
BAPPEDA dan Bagian Organisasi.
Pengawasan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh
Inspekorat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI PROBOLINGGO

ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE



Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

.

PARJONO, SH. M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19610607 198102 1 002



